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Terobosan Hukum
Kekerasan Seksua

Jika tidak ada aral melintang. pada I-1 \pril 2022 Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual akan disahkan di DPR. Total ada 19 bentuk kekerasan seksual yang diatur di dalamnya.

Cegah

Ninuk M Pambudy RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

rcangan L'ndung Un-
Pidana Ke-

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri ata;

pelecehan seksual nonfisik.

pelecehan seksual fisik:

c. pemaksaan kontrase;

d. pemaksaan sterilisa

e. pemaksaan perka
penyiksaan seksual

ana karena p

a Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksu.
secara fisik yang dityjukan terhadap tubun, k
seksual, dan/atau organ reproduksi dengan ma
merendahkan harkat dan martabat seseorang
berdasarkan seksualitas d

n\cncn\pdlk an ke- b

sebagai pe-
adap hak asasi
ahatan terhadap
i

ksud

L pemy s tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain dana
a-shspiaitesi seisedl penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/a wyak
h. perbudakan seksual: dan . Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

i ksual berbasis elektronik

(2) Selain Tindak Pidana Seksual i e e e e ajiskcar
pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mel e s kb > Caphoties Arocuksice
naksud m patkan seseorang di bawah k cara melawan
n seksual (KS): menangani. s hukum. baik di dalam maupun di luar perk: dana pen;a
melindungi, dan memulihkan b cabu paling tahun dan/atau pidana denda paling ban
korban; melaksanakan penega- c an terhadap Anak. perbuatar terhadap Anak. dan/atau Rp 300.000.000.00 (tign ratus juta rupian
kan hukum dan merchabili eksploitasi seksual terhadap Anak o e . o B
an lingkung- ¢. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan. wewenang
¥ menjamin Korban i itipbimusiinat st ubunga

tidak terulangnya KS. e pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit nem K Atau ketergant -

Se : n eksploitasi seksual memaksa a kan orang itu untuk melakukan

Selama jumiah per- hemaksas N k

. atau memb perbuatan cabul dengannya
aturan perundangan yang s o
engatur beberapa bentak KS g tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual ata i .
dan penanganannya tidak h. kekerasan seksual dalam lingkup r angga
mampu menjawab fakta di i, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan
ol 1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. dan
terus terjadi, antara lain. di ) tindak pidana lain yang dinyatakan secara, tegasssebagarfindak Ridana
tempat pendidikan, di tempat Kekerasan Seksual sebagaimanadiatur dalametentuan
kerja, di rumah tangga, dan di peraturan perundang:und3ngan (4J'Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di
komunitas. bawah kekuasaznnya atau orang lain. atau menyalahgunakan kekuasaannya
Reaksi petugas kepoli Untakmelakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau
dan masyarakat menjadi (1) Pelecena?@Bhe SoPTonfisik sebagaifana dimaksud datam dengan Gfang fain. dipidana karena pemaksaan perkawinan. dengan pidana
satu alasan korban enggan me- Pacal HaPblecehon sekeugtiaik sebogamana dimosaud penjara paling lama@ (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling
huxn-t(li:m(flidun{\;.- ;xhtdmcn— dalam Pasal 6 huruf a merupakan'delik aduan banyak Rp 200.G00.000,00 (dua ratus juta rupiah)
apat keadilan. Masih ada apa- 2) Tefimasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat

s gpmeexst tidak memercayai B (2) Ketentuan sebagaimana dimakslid pada ayat (1) tidak (2) T3y pemaksaanpeik an sebagaima aksud pada‘ayat (1)

Penyandang Disabilitas atau Anak SEPELkawingGN

berlaku bagi Korbar

anya dengan per-
N pertanyaan me
in korban. Kesulitan
lain adalah pandangan mas
rakat bahv 1 kekers
Sekeual memiliki moral dan
perilaku kurang baik.
Hukum acara |

b pe: Ktk budaya. atau

pemaksaan perkawir

bulkti. hak-hak korban. pen-
dan pemulihan

lecehan seksual elektronik

RUU kepada para pe :\1.n|1y..kl|
kepentingan dan

saan kontrasepsi. pemaksaan
ste

asy

s I korh n. Keterangan saksi h untuk dihapus dari Seiju h peraturan punu =

wal, dan KS ber- dan/atau korban cukup mem- RUU ini. tah juin porits sspern dibuat
18 tahun. agar laporan dite- clektronik. buktikan terdakwa bersalah Anggota Panitia Kerja RUU agar masyarakat terlindung d:
rima, dituntut memiliki Sepuluh KS lain diatur da- Jika dise satu bukti TPKS dari Fraksi Kebangkitan ri kekerasan sek:

ala lam Pasal 4 (2). yaitu perko- lain dan n memperoleh Bangsa. Luluk Hamidah, me-
korban dan keterangan keyakinan terjadi tindak pida- nyebut. semua pemaksaan ha-
korb: na KS dan terdakwa bersalah. kikatnya merendahkan h

minim

serta pelaku.

Ada 19 kekerasan
Pr

antara 1.

Terma dan martabat, sementar:

kikat manusia adalah bebas

rangan p
kK dan atau psiki
dokter alis
i T

siden Joko Widodo me-
respons darurat ini pada
awal Januari 2022 dengan me-
minta DPR bersama pemerin-
tah segera mengesahkan RUU
TPKS.

Sebagai catatan, RUU
ambing

ik ataupun
k. “"Sedangkan untuk meng-
hindari pelaporan palsu, peran
psikolog/ahli/ pendamping

adi penting.” tambah Lu-

pe
 forensik. dan/at > AP 2022
sil pemeriksaan rekening
nk.

n eksploi-
aan pela-
perdagang: ng un-
tuk tujuan seksual; kekerasan
seksual dal nnlh tangga;
asalnya

1 l\\ dan tin-
in yang diatur da-
Lun peraturan perundang-un-

Terobosan hukum
Koordinator Advoka Kebi-
jakan Asos H APIK In-
donesia dan Jaringan Pembela
Hak Perempuan Korban Ke-
kerasan Seksual Ratna Batara
Munti menyebut RUU ini me-
muat berbagai terobosan hu-
kum karena memasukkan
pek penting yang haru
dalam pencegahan KS dan

ini la-

kst Nasdem, Taufik Basari
menekankan seluruh pemak-
ah mens rea.
k jahat. Hal ini pen-
ting dirumuskan karena hu-
- kum pidana pada dasarnya
bertugas menghukum orang
vang melakukan kejahatan.

Sasi perzinahan. Jika dihitung
d'\n sejak usulan m;
1kan ke DPR to
sembilan tahun.

menjadi

RUU ini cukup komprehen-
sif dalam mencegah KS dan
melindungi korban, mulai dari
pelaporan. penyidikan, pen-
dampingan, kesaksian, hingga
i bagi korban yang di-
da pelaku. RUU
juga memberi kesempatan re-
habilitasi bagi pelaku, antara
lain. dengan konsultasi pada
tenaga med;
Ada 19 KS 3
Pasal 4. Sembilan bentuk KS
dalam Pasal 4 (1) adalah pe-
lecehan seksual fisik. peleceh-
an seksual non-fisik. pemak-

sang diatur pada

nya atau orang lain, dan me-
nyalahgunakan kekuasaannya
untuk melakukan atau mem-
biarkan perkawinan dengar
nya atau orang lain dapat di-
pidana se na I simum ¢
\nhun atau denda Rp 200 juta.
Di dalam pemaksaan perka-
winan termasuk perkawinan
hak. pe vinan karena a
i praktk budayi, dan pemak-
saan korban menikah dengan
pelals per
RU

2i menjawab scbagian
besar fakin lapang. terutama
‘ang berhubungan dengan alat

perlindungan korban. Sclain
memuat tindak pidana KS.
RUU ini juga memuat hukum
acara. seperti alat bukti,
titusi dan layanan terpadu bagi
korban, pemidanaan dan reha
bilitasi pelaku. peran serta ma-
arakat. serta pencegahan dan
pemantauan.

Ratna menyebut RUU ini
berhasil menghap borsi se-
bagai bentuk tindak pul.um KS.
menambahkan pemaks:
perkawinan dan perbudakan
scksual, serta mempertahan-
kan cksploitasi seksual dan pe-

Rumusan KS dalam RUU ir
sekaligus menjawab ketidaks
tujuan scjumlah pihak menge-
nai k: di dalam
KS dalam prosks pembahasan
KsS.

RUU TPKS akan segera di-
sahkan dalam Sidang Paripur-
na DPR pada 14 April 2022.
Dari beberapa reaksi yang
muncul terhadap RUU TPKS
vang sudah disahkan di rapat
pleno tingkat pertama, DPR
perlu segera menjelaskan isi
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